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ABSTRAK 
 
Hasanuddin Ismail (B111 11 085), Tinjauan Yuridis Pembentukan 
Kementerian Negara dalam Kabinet Kerja Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dibimbing oleh 
Achmad Ruslan sebagai Pembimbing I dan Anshori Ilyas sebagai 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi pengubahan 
kementerian negara dalam kabinet kerja terhadap Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan implikasi hukum 
pengubahan kementerian negara dalam kabinet kerja terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan negara. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Selain itu, juga di Kementerian Sekretariat 
Negara dan Sekretariat Kabinet sebagai pendukung terpenuhinya bahan-
bahan yang hendak diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
yang bersumber dari Sekretariat Kabinet melalui audiensi dan data 
sekunder yang bersumber dari kepustakaan.Data yang diperoleh 
dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan cara 
menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek penelitian yang 
didapat dari hasil penelitian. 
 
Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pengubahan 
kementerian dalam kabinet kerja dilakukan dengan mempertimbangkan 
efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian dalam 
kabinet kerja tetap berjumlah 34, padahal dimungkinkan terjadinya 
pengurangan jumlah kementerian. Pengubahan beberapa kementerian 
dalam kabinet kerja tidak berkesinambungan, tidak berkeserasian, dan 
tidak berketerpaduan pelaksanaan tugasnya. Pengubahan kementerian 
dalam kabinet kerja lebih didominasi pertimbangan politik sehingga tidak 
konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara; (2) Implikasi hukum pengubahan kementerian dalam 
kabinet kerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara adalah 
adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan antar kementerian, 
menghambat kinerja penyelenggaraan pemerintahan negara, dan 
membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
Kata Kunci: Pembentukan, Pengubahan, Kementerian, Kabinet. 
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ABSTRACT 
 
 
Hasanuddin Ismail (B111 11 085), Review of Juridical Formation 
of the Ministry of State in the Cabinet Working Based on Law No. 39 of 
2008 concerning the Ministry of State. Guided by Achmad Ruslan as a 
Supervisor I and Anshori Ilyas as Advisor II. 
 
This study aims to determine the consistency of the conversion of 
the cabinet ministries in the work of the Law No. 39 of 2008 concerning the 
Ministry of State and the legal implications of changing labor ministries in 
the cabinet against the state government administration. 
 
The method used is a normative legal research. This research was 
conducted at the Law Faculty of Hasanuddin University Library. In 
addition, also in the Cabinet Secretariat to support the fulfillment of the 
materials to be studied. The type of data used are primary data sourced 
from the Secretariat of the Cabinet through hearings and secondary data 
obtained from the literature. Data were analyzed with descriptive 
qualitative way, ie data obtained from field research and library research 
analyzed by explaining and describing reality research object obtained 
from the research. 
 
The research results are as follows: (1) The conversion of the 
ministry in the cabinet of the work done by considering the efficiency and 
effectiveness as stipulated in Law No. 39 of 2008 concerning the Ministry 
of State. Ministry in the cabinet work remains numbered 34, although it is 
possible a reduction in the number of ministries. Changing some ministries 
in the cabinet work is not continuous, not berkeserasian, and not 
berketerpaduan performance of its duties. Changing labor ministries in the 
cabinet is dominated by political considerations that are inconsistent with 
the Act No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State; (2) The legal 
implications alteration work to the ministry in the cabinet of the state of 
governance is overlapping duties and authority between ministries, hinder 
the performance of state governance, and weigh on the State Budget and 
Regional Budget. 
 
Keywords: Creation, Conversion, Ministry, Cabinet. 
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Presiden dalam membentuk dan mengubah kementerian negara. Tugas 
akhir skripsi merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 (empat) SKS. 
viii 
 
Suatu hal yang tak terlupakan bahwa dalam proses penyelesaian 
tugas akhir skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, dukungan, dan 
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih 
banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Kementerian Sekretariat Negara; 
2. Sekretariat Kabinet; 
3. Rektor, para Wakil Rektor, dan seluruh jajaran Staf Rektorat 
Universitas Hasanuddin; 
4. Dekan, para Wakil Dekan, dan seluruh jajaran Staf Dekanat Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin; 
5. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
6. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. dan Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. 
selaku Dosen Pembimbing; 
7. Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., Kasman Abdullah, S.H., M.H., 
dan M. Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji; 
8. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik; 
9. Drs. H. M. Dahlan Abubakar, M.Hum. selaku Supervisor beserta 
dengan kawan-kawan pada Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan Tahun 
2014 di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, 
Malaysia; 
10. Kawan-Kawan Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan 
Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin; 
ix 
 
11. Kawan-Kawan Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda 
Tipikor) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
12. Kawan-Kawan Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) 
Universitas Hasanuddin; 
13. Kawan-Kawan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin periode 2012-2014; 
14. Kawan-Kawan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI); 
15. Kawan-Kawan Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (Hipermawa) pada 
umumnya dan kawan-kawan Hipermawa Koperti Universitas 
Hasanuddin pada khususnya; 
16. Kawan-Kawan Forum Negarawan Muda; 
17. Kawan-Kawan Ekspedisi Nusantara Jaya Makassar; 
18. Kawan-Kawan Revolution of Social Project (Respect); 
19. Seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin yang telah 
memberikan bimbingannya, dukungannya, dan bantuannya dalam 
proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini. 
Secara khusus, Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua Orang Tua beserta 
seluruh Keluarga, atas dukungan, bimbingan, dan do‟anya selama Penulis 
menempuh Studi Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk Ayahanda Tercinta, Almarhum Drs. 
H. Ismail Payang, yang telah kembali di sisi Allah SWT pada tanggal 5 Mei 
2015, sehari setelah Penulis Seminar Usulan Penelitian pada tanggal 4 
x 
 
Mei 2015, Penulis mengucapakan terima kasih banyak atas 
bimbingannya, nasehatnya, dan keteladanannya yang telah diberikan 
kepada kami anak-anakmu. Insya Allah, kami akan menjadi anak-anak 
yang berbakti dan bermanfaat terhadap sesama dan negara sebagaimana 
yang telah Anda ajarkan kepada kami. Allaahummaghfirlahu Warhamhu 
Wa Aafihi Wa’fuanhu. Semoga diterima segala amal ibadahnya, diampuni 
segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dirahmati, dan diberikan tempat 
yang terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin. 
Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Untuk itu, Penulis senantiasa mengharapkan bimbingan, 
dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak dalam rangka 
penyempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga memohon maaf 
apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan hal-hal yang kurang 
berkenan selama Penulis menempuh Studi Sarjana pada Program Studi 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga tugas 
akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Sekian dan terima kasih. 
Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 
 
Makassar, 3 September 2015 
Penulis, 
 
 
Hasanuddin Ismail 
NIM. B111 11 085 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL.………………...………………………………………...... i 
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………….. ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.…………………….………... iii 
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI…………….. iv 
ABSTRAK.…………………………………………………………………….... v 
KATA PENGANTAR.………………………………………………………… vii 
DAFTAR ISI.……………………..………………………………………….… xi 
DAFTAR TABEL……………………………………………………………... xiii 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah.…………………………………………….. 1 
B. Rumusan Masalah….…………………………………………………8 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.………………………………….. 8 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep Negara Hukum.……………………………………………. 10 
B. Sistem Pemerintahan.……………………………………………… 12 
C. Kelembagaan Negara.……………………………………………… 19 
D. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia.……………………………... 21 
E. Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara………………………………………. 23 
 
xii 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian.…………………………………………………..… 27 
B. Lokasi Penelitian……....……………………………………………. 27 
C. Jenis dan Sumber Data…..………………………………………... 27 
D. Teknik Pengumpulan Data.………………………………………... 28 
E. Analisis Data………….……………………………………………... 29 
BAB IV PEMBAHASAN 
A. Konsistensi Pengubahan Kementerian Negara dalam Kabinet 
Kerja  terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara……………………………………... 30 
B. Implikasi Hukum Pengubahan Kementerian Negara 
dalam Kabinet Kerja terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara………………………………………………………………. 72 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan…………………..……………………………………... 80 
B. Rekomendasi.………………………………………………………. 81 
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 82 
LAMPIRAN 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 
Tahun 2014-2019 
Surat Keterangan Penelitian 
xiii 
 
DAFTAR TABEL 
 
Nomor               Halaman 
1. Kementerian dalam Kabinet Kerja………………………………….. 32 
2. Usulan Pilihan Struktur Kabinet Kerja oleh Tim Transisi…………. 36 
3. Usulan Pengubahan Kementerian dalam Kabinet Kerja               
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan    
Reformasi Birokrasi…………………………………………………... 37 
4. Pengubahan Kementerian dalam Kabinet Kerja………………….. 40 
5. Aspek Pertimbangan DPR terhadap Pengubahan Kementerian 
dalam Kabinet Kerja………………………………………………….. 42 
6. Pertimbangan DPR terhadap Pemisahan dan Penggabungan 
Kementerian dalam Kabinet Kerja………………………………….. 43 
7. Penataan Tugas dan Fungsi Sementara Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan……………………………………………………… 51 
8. Tugas dan Fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi…………………………………………………………………... 52 
9. Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan….. 56 
10. Penataan Tugas dan Fungsi Sementara Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan 
Kementerian Dalam Negeri…………………………………………. 61 
11. Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri…………………… 63 
xiv 
 
12. Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi………………………………………... 66 
13. Peraturan Presiden mengenai Organisasi Kementerian            
dalam Kabinet Kerja………………………………………………….. 75
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI Tahun 1945). Indonesia sebagai negara hukum 
melakukan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, 
serta pemerintahan negara diselenggarakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya 
kesewenang-wenangan oleh penyelenggara negara. 
Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam 
mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.1 
Menurut UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menganut sistem 
pemerintahan presidensial. Indonesia sebagai negara yang menganut 
sistem pemerintahan presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala 
negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara 
                                                 
1
 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara, Umum. 
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merupakan lambang negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan 
merupakan penyelenggara pemerintahan negara sehari-hari. Wewenang 
Presiden sebagai kepala negara dan wewenang Presiden sebagai kepala 
pemerintahan tidak dipisahkan dalam UUD NRI Tahun 1945. 
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, 
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negarayang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi 
urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, 
dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.2 
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden 
tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, 
pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan 
undang-undang. Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi 
menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang 
akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 
Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan 
Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan 
                                                 
2
 Ibid. 
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tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi 
kementerian negara.3 
Pengaturan mengenai kementerian negara tidak didekati melalui 
pemberian nama tertentu pada setiap kementerian negara. Akan tetapi, 
undang-undang ini melakukan pendekatan melalui urusan-urusan 
pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam 
rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan tersebut 
adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara 
tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, urusan pemerintahan 
yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, dan 
urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah. Dalam melaksanakan urusan-urusan 
tersebut tidak berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian 
negara. Akan tetapi satu kementerian negara bisa melaksanakan lebih 
dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden. 
Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sitem 
pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan 
pada peningkatan pelayanan publik yang prima dan melakukan reformasi 
birokrasi.4 
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara 
tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, 
dalam negeri, dan pertahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 
                                                 
3
 Ibid. 
4
 Ibid. 
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(1).Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 
NRI Tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, 
hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, 
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan 
umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, 
perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan 
sebagaimana diatur pada ayat (2). Urusan pemerintahan dalam rangka 
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi 
urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, 
kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, 
kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan 
perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan 
atau daerah tertinggal sebagaimana diatur pada ayat (3). Setiap urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) 
tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri sebagaimana 
diatur dalam Pasal 6. 
Presiden membentuk kementerian luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Presiden membentuk kementerian 
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), 
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), dengan mempertimbangkan 
sebagaimana diatur pada ayat (2) sebagai berikut: (a) efisiensi dan 
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efektivitas; (b) cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; (c) 
kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; 
dan/atau (d) perkembangan lingkungan global. Untuk kepentingan 
sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian negara, Presiden dapat 
membentuk kementerian koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14. 
Jumlah keseluruhan kementerian negara paling banyak 34 (tiga puluh 
empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 15, artinya jumlah kementerian 
negara tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan 
terjadi pengurangan. Pembentukan kementerian negara paling lama 14 
(empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16. 
Kementerian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak 
dapat diubah oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17. 
Kementerian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat 
diubah oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), 
dengan mempertimbangkan sebagaimana diatur pada ayat (2) sebagai 
berikut: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) perubahan dan/atau 
perkembangan tugas dan fungsi; (c) cakupan tugas dan proporsionalitas 
beban tugas; (d) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan 
pelaksanaan tugas; (e) peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah; 
(f) kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara 
mandiri; dan/atau (g) kebutuhan penyesuaian peristilahan yang 
berkembang. Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan 
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kementerian negara dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), pertimbangan 
tersebut diberikan DPR paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat 
Presiden diterima sebagaimana diatur pada ayat (2), dan apabila dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut DPR belum menyampaikan 
pertimbangannya dianggap sudah memberikan pertimbangan 
sebagaimana diatur pada ayat (3). 
Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari masa ke masa mengalami 
perubahan, mulai dari era revolusi fisik, era Republik Indonesia Serikat, 
era demokrasi parlementer,era orde lama (demokrasi terpimpin), era orde 
baru (demokrasi Pancasila), hingga era reformasi pembangunan. Di era 
reformasi pembangunan ini telah terjadi beberapa kali pergantian kabinet, 
mulai dari Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan Nasional, 
Kabinet Gotong Royong, Kabinet Indonesia Bersatu I dan Kabinet 
Indonesia Bersatu II, hingga Kabinet Kerja.5 
Presiden dan Wakil Presiden periode 2014–2019 telah 
mengucapkan sumpah/janji pada tanggal 20 Oktober 2014 di hadapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden dan Wakil Presiden 
telah membentuk kementerian negara dan mengangkat menteri-menteri 
negara yang menjadi anggota kabinetnya yang diberikan nama Kabinet 
Kerja pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan Keputusan Presiden Nomor 
                                                 
5
 Sekretariat Kabinet, “Profil Kabinet”, Diakses di http://setkab.go.id/profil-kabinet/, 
pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 02.20 Wita. 
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121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan 
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. 
Pembentukan kementerian negara dalam kabinet kerja telah terjadi 
pengubahan kementerian negara. Pengubahan kementerian negara 
adalah pengubahan nomenklatur kementerian negara dengan cara 
menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur 
kementerian negara yang sudah terbentuk.6 Pengubahan kementerian 
negara tidak dapat dilakukan oleh Presiden hanya karena pertimbangan 
keinginan atau kehendak pribadinya belaka. Pengubahan kementerian 
negara harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Tata cara 
pengubahan kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pengubahan kementerian 
negara dalam kabinet kerja dikhawatirkan akan terjadinya tumpang tindih 
tugas dan kewenangan antar kementerian negara. Tumpang tindih tugas 
dan kewenangan antar kementerian negara akan mengakibatkan 
ketidakharmonisan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk meneliti Tinjauan 
Yuridis Pembentukan Kementerian Negara dalam Kabinet Kerja 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara. 
 
 
                                                 
6
 Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 
1 angka 5. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah konsistensi pengubahan kementerian negara 
dalam kabinet kerja terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara? 
2. Bagaimanakah implikasi hukum pengubahan kementerian 
negara dalam kabinet kerja terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan negara? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat 
diperoleh dari penulisan ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui konsistensi pengubahan kementerian negara 
dalam kabinet kerja terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara; 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pengubahan kementerian 
negara dalam kabinet kerja terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan negara. 
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Dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan ini sebagai 
berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan 
Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Tata Negara mengenai 
pembentukan dan pengubahan kementerian negara. 
2. Kegunaan Praktis 
Agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam 
membentuk dan mengubah kementerian negara. 
 
 
 
 
 
  
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Negara Hukum 
Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya 
yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan negara yang baik ialah yang 
didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan 
istilah Nomoi”. Ide tentang negara hukum popular pada abad ke-17 
sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh 
absolutisme.7Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang 
dalam dua sistem, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah 
Rechstaat dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah Rule of Law. Rule of 
Law berkembang di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika 
Serikat.8 
Konsep negara hukum Rechstaat dipelopori oleh Immanuel Kant 
dan Frederich J. Stahl. Menurut Frederich J. Stahl: 
Konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu: (a) pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (b) negara 
didasarkan pada teori trias politika; (c) pemerintahan 
diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bertuur); 
dan (d) ada peradilan administrasi negara yang bertugas 
                                                 
7
 Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara 
Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 66. 
8
 Titik Triwulan Tutik, 2011, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-
Amandemen UUD 1945, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 61. 
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menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 
(onrechmatige overheidsdaad).9 
 
Konsep negara hukum Rule of Law dipelopori oleh A. V. Dicey 
(Inggris). Menurut A. V. Dicey, “konsep Rule of Law ini menekankan pada 
tiga tolok ukur, yaitu: (a) supremasi hukum (supremacy of law); (b) 
persamaan dihadapan hukum (equality before the law); (c) konstitusi yang 
didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on individual 
rights)”.10Berdasarkan pandangan para pakar di atas, maka negara hukum 
hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa 
kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan 
demokratis. Kekuasaan negara di dalamnya harus tunduk pada aturan 
main.11 
Menurut Garry F. Bell dalam bukunya The New Indonesian Laws 
Relating to Regional Autonomy Good Intentions, Confusing Laws seperti 
dikutip Denny Indrayana mengatakan bahwa “sebagai terminologi negara 
hukum (a nation of law) dalam konteks hukum Indonesia lebih mendekati 
konsep negara hukum Eropa Kontinental (Rechstaat) dibandingkan 
konsep Rule of Law di negara-negara Anglo-Saxon”.12 Menurut R. M. 
Ananda B. Kusuma, “Indonesia menganut asas Rechstaat dan asas Rule 
                                                 
9
 Konsep Frederich J. Stahl ini dinamakan konsep negara hukum formal karena 
lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. 
Muhammad Tahir Azhary, Op. cit., hlm. 66-67. 
10
 Ibid., hlm. 67. 
11
 Titik Triwulan Tutik, Op. cit., hlm. 61-62. 
12
 Denny Indrayana, “Negara Hukum Pasca-Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi 
vs Korupsi”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Vol. 1, No. 1 Juli 2004, hlm. 101. 
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of law”.13 Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (sebelum 
amandemen UUD NRI Tahun 1945) mendeklarasikan diri sebagai negara 
hukum sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan 
UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Konsep 
negara hukum Indonesia dipertegas kembali dalam UUD NRI Tahun 1945 
setelah amandemen dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakanbahwa 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.14 
 
B. Sistem Pemerintahan 
Sri Soemantri memaknai sistem pemerintahan berkenaan dengan 
sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif”.15Menurut Sri Soemantri: 
Adanya dan tidak adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif 
melahirkan adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem 
pemerintahan presidensial, yang dalam bahasa Inggris disebut 
cabinet government system dan presidential government system 
atau the fixed executive system.16 
 
Moh. Mahfud MD memaknai sistem pemerintahan berkenaan 
dengan sistem hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Menurut 
Moh. Mahfud MD:  
                                                 
13
 Pandangan ini dipertegas, supremacy of law sebagaimana termaktub pada kunci 
pokok Rule of Law: 1) Equality before the Law, tercermin di UUD NRI Tahun 1945, Pasal 
27 ayat (1); dan 2) Constitution based on human rights, tercermin pada Sistem  
Konstitusional yang memuat Hak Asasi Manusia (HAM) (Pasal 27 ayat (2), Bab XA, 
Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34). R. M. Ananda B. Kusuma, “Sistem Pemerintahan 
Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Vol. 1, No. 1 Juli 2004, hlm. 146. 
14
 Titik Triwulan Tutik, Op. cit., hlm. 63. 
15
 Komisi Yudisial, 2006, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, 
Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 24-25. 
16
 Titik Triwulan Tutik, Loc. cit. 
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Cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan, yaitu 
eksekutif, legislatif, dan yudisial dapat disebut sebagai sistem 
pemerintahan. Sehingga yang dimaksud sistem pemerintahan 
negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-
lembaga negara.17 
 
Sistem pemerintahan negara-negara demokrasi pada umumnya 
menganut sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan 
presidensial ataupun bentuk variasi (sistem pemerintahan 
campuran/quasi).18 
1. Sistem Pemerintahan Parlementer 
Sistem pemerintahan parlementer merupakan sebuah sistem 
pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam 
pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, 
parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana 
Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan 
dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. 
Sistem pemerintahan parlementer muncul dari ketatanegaraan 
Inggris sejak 250-300 tahun lalu. Sistem pemerintahan 
parlementer muncul di Inggris karena adanya keperluan politis 
yang sangat mendesak, sehingga perkembangannya tidaklah 
didasarkan atas tuntutan konstitusi, hukum, ataupun teori politik. 
Praktik mengenai ini berkembang mendahului teori yang ada. 
Pada mulanya, kabinet dibentuk sebagai dewan pelayan rahasia 
                                                 
17
 Moh. Mahfud MD, 2000, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi 
Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 74. 
18
 Titik Triwulan Tutik, Loc. cit. 
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ataupun dewan pelaksana perintah dari Raja dalam menjalankan 
pemerintahan negara.19 
Sri Soemantri berpandangan bahwa kabinet dalam sistem 
pemerintahan parlementer dibentuk berdasarkan kekuatan yang 
menguasai parlemen. Menurut Sri Soemantri:    
Sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut:(a) kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk 
oleh atau berdasarkan kekuatan dan/atau kekuatan-kekuatan 
yang menguasai parlemen; (b) para anggota kabinet mungkin 
seluruhnya anggota parlemen dan mungkin pula tidak 
seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota 
parlemen; (c) kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab 
kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa 
orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, 
maka kabinet atau seorang atau beberapa orang dari padanya 
harus mengundurkan diri; (d) sebagai imbangan dapat dijatuhkan 
kabinet, maka kepala negara (Presiden atau Raja atau Ratu) 
dengan sarana nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan 
parlemen.20 
 
Moh. Mahfud MD berpandangan bahwa kepala negara dan 
kepala pemerintahan dibedakan dalam sistem pemerintahan 
parlementer. Menurut Moh. Mahfud MD: 
Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan parlementer, 
yaitu: (a) kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala 
pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional (pemersatu 
bangsa); (b) pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang 
dipimpin oleh seorang Perdana Menteri; (c) kabinet bertanggung 
jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen 
melalui mosi; (d) kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari 
parlemen karena itu dia bergantung pada parlemen.21 
 
                                                 
19
 Mhd. Shidiq Tgk. Armia, 2003, Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum, 
Cetakan Kesatu, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 74. 
20
 Sri Soemantri, 1976, Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN, Tarsito, 
Bandung, hlm. 35. 
21
 Moh. Mahfud MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang 
Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 74. 
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Berdasarkan sejarah ketatanegaraan, sistem pemerintahan 
parlementer merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarki 
Konstitusional, di mana kekuasaan Raja dibatasi oleh konstitusi. 
Dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden, Raja, dan 
Ratu kedudukannya sebagai kepala negara. Adapun yang 
disebut eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer adalah 
kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan menteri-menteri 
yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada 
parlemen. Oleh karena itu, di Inggris dikenal istilah “The King can 
do no wrong”.22 
Dalam sistem pemerintahan parlementersering terjadi 
ketidakstabilan pemerintahan (sering pergantian kabinet). 
Misalnya, Indonesia pada tahun 1950-1959, di mana terjadi 7 
(tujuh) kali pergantian kabinet.23 
2. Sistem Pemerintahan Presidensial 
Sistem pemerintahan presidensial merupakan sebuah sistem 
pemerintahan di mana Presiden sebagai kepala negara 
sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan 
presidensial, tidak dibedakan kepala negara dan kepala 
pemerintahan, yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden 
                                                 
22
 Komisi Yudisial, Op. cit., hlm. 173-174. 
23
 Titik Triwulan Tutik, Op. cit., hlm. 149-150. 
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saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan 
kewenangannya masing-masing.24Menurut Moh. Mahfud MD: 
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut: (a) 
kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); (b) 
pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen; (c) 
menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada 
Presiden; (d) eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.25 
 
Hal senada dikemukakan oleh Bagir Manan. Menurut Bagir 
Manan: 
Dalam sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu 
macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan (chief executive) 
dan kepala negara (head of state) ada pada satu tangan dan 
tunggal (single executive). Pemegang kekuasaan eksekutif 
tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak 
bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, tetapi 
langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung atau 
dipilih melalui badan pemilih (electoral college). Sistem 
pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem 
pemerintahan republik karena hanya dijalankan dalam negara 
yang berbentuk republik (sesuai dengan sebutannya sebagai 
sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan 
kepresidenan).26 Ciri-ciri model sistem pemerintahan presidensial 
Amerika Serikat yang disebut sebagai pencerminan sistem 
pemerintahan presidensial murni sebagai berikut: (a) Presiden 
adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal; (b) Presiden 
adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, 
selain berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif 
dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara (head of 
state); (c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan 
perwakilan rakyat (congress) karena itu tidak dapat dikenai mosi 
tidak percaya oleh congress; (d) Presiden tidak dipilih dan tidak 
diangkat oleh congress. Dalam praktiknya langsung dipilih oleh 
rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih 
(electoral college); (e) Presiden memangku jabatan empat tahun 
(fixed) dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan 
berturut-turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan Presiden 
                                                 
24
 Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Keenam, 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 323. 
25
 Moh. Mahfud MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia;…., Loc. cit. 
26
 Bagir Manan, 2003, Lembaga Kepresidenan, Cetakan Kedua, FH-UII Press, 
Yogyakarta, hlm. 5. 
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yang berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun 
berturut-turut; (f) Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatan melalui impeachment karena melakukan pengkhianatan, 
menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran 
lainnya.27 
 
Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa sistem pemerintahan 
presidensial akan mewujudkan stabilitas pemerintahan. Menurut 
Jimly Asshiddiqie: 
Keuntungan sistem pemerintahan presidensial adalah untuk 
menjamin stabilitas pemerintahan. Namun, sistem pemerintahan 
presidensial juga mempunyai kelemahan yaitu cenderung 
menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat 
berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu, diperlukan 
pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif 
atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem 
pemerintahan presidensial tersebut.28 
 
3. Sistem Pemerintahan Campuran 
Sistem pemerintahan campuran merupakan sistem 
pemerintahan di mana yang diterapkan terdapat cirisistem 
pemerintahan presidensial dan cirisistem pemerintahan 
parlementer secara bersamaan. Sistem pemerintahan campuran 
biasanya oleh para ahli disebut sesuai dengan kebiasaan yang 
diterapkan oleh masing-masing negara. Apabila cirisistem 
pemerintahan presidensialnya yang lebih menonjol, maka sistem 
demikian dapat kita sebut sebagai sistem pemerintahan quasi 
presidensial atau semi presidensial. Akan tetapi, apabila ciri 
sistem pemerintahan parlementernya yang lebih menonjol, maka 
                                                 
27
 Ibid., hlm. 48-49. 
28
 Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan 
Ketiga, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 75. 
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sistem demikian lebih tepat disebut sistem pemerintahan quasi 
parlementer.29 
Sri Soemantri berpandangan bahwa UUD NRI Tahun 1945 
sebelum amandemen menganut sistem pemerintahan campuran. 
Menurut Sri Soemantri: 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan UUD NRI Tahun 1945 
dianggap menganut sistem pemerintahan campuran, yaitu: (a) 
Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR; (b) MPR adalah 
pemegang kekuasaan negara tertinggi; (c) Presiden adalah 
mandataris MPR; (d) Presiden tunduk dan bertanggung jawab 
kepada MPR; (e) Presiden untergeordnet kepada Majelis.30 
 
Sri Soemantri berpandangan bahwa UUD NRI Tahun 1945 
setelah amandemen menetapkan dengan jelas mengenai sistem 
pemerintahan presidensial dalam sistem pemerintahan 
Indonesia. Menurut Sri Soemantri: 
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dalam UUD NRI Tahun 
1945 setelah amandemen, antara lain: (a) Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 
rakyat; (b) Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR 
karena lembaga ini tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan 
rakyat.31 
 
Perubahan dalam hal sistem pemerintahan setelah amandemen 
UUD NRI Tahun 1945, di antaranya: (a) Pasal 4 ayat (1) 
mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar; (b) 
Pasal 6A mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden 
                                                 
29
 Jimly Asshiddiqie, 2014, Op. cit., hlm. 323-324. 
30
 Sri Soemantri, 1976, Op. cit., hlm. 56. 
31
 Titik Triwulan Tutik, 2006, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Cetakan Kedua, 
Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 117. 
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dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; (c) 
Pasal 7 mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden 
memegang jabatan selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih 
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
jabatan; (d) Pasal 7C mengatakan bahwa Presiden tidak dapat 
membekukan dan/atau membubarkan DPR; (e) Pasal 14 
mengatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi 
dengan memerhatikan pertimbangan MA, dan Presiden memberi 
amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR; 
(f) Pasal 17 ayat (2) mengatakan bahwa menteri-menteri itu 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.32 
 
C. Kelembagaan Negara 
Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa “Hukum Tata Negara 
(klasik) lazimnya mengenai dua pilar yaitu organisasi negara dan warga 
negara”. Dalam organisasi negara diatur bentuk negara dan sistem 
pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan negara atau alat 
kelengkapan negara.33 
Menurut Lord James Brys dalam buku yang berjudul Studies in 
History and Jurisprudence mengatakan bahwa “Constitutions is a frame of 
                                                 
32
 Abdul Ghoffar, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah 
Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Edisi I, Cetakan Kesatu, Kencana, 
Jakarta, hlm. 51. 
33
 Philipus M. Hadjon, Makalah: “Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah”, 
Disampaikan pada Semiloka Rekonstruksi Politik Hukum Otonomi Daerah yang Berbasis 
pada Kemandirian dan Demokrasi di Daerah (Strategi Revisi Undang-Undang Nomor 22 
dan 25 Tahun 1999), Malang, 2001, hlm. 2. 
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political society, organized through and by law, one in which law has 
estabilished permanent institutions, which recognized functions and 
definite rights”. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 
konstitusi diatur lembaga-lembaga negara yang permanen.34 Berkaitan 
dengan alat kelengkapan negara tersebut apabila dihubungkan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen, maka ditetapkan 4 (empat) 
kekuasaan dengan 8 (delapan) lembaga negara dan 1 (satu) lembaga 
negara bantu sebagai berikut: (1) Kekuasaan legislatif, yaitu MPR, yang 
terdiri atas DPR dan Dewan Perwakilan Daerah; (2) Kekuasaan 
pemerintahan negara (eksekutif), yaitu Presiden dan Wakil Presiden; (3) 
Kekuasaan kehakiman (yudisial) meliputi Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi; (4) Kekuasaan eksaminatif (inspektif), yaitu Badan 
Pemeriksa Keuangan; (5) Lembaga negara bantu (the state auxiliary 
body), yaitu Komisi Yudisial. 
Dalam suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat 3 (tiga) 
kelompok lembaga negara sebagai berikut: (1) Lembaga negara yang 
ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945; (2) Lembaga negara yang 
ditentukan dalam undang-undang; (3) Lembaga negara yang ditentukan 
dalam Keputusan Presiden.35Menurut Sri Soemantri: 
Untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia yang hanya berkenaan 
dengan lembaganegara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, hal 
itu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti sempit. 
Sedangkan jika yang dimaksud juga dengan lembaga negara di 
                                                 
34
 Departemen Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dinamika 
Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Departemen Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 196. 
35
 Titik Triwulan Tutik, 2011, Op. cit., hlm. 178. 
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luar UUD NRI Tahun 1945, hal ini berkenaan dengan sistem 
ketatanegaraan dalam arti luas.36 
 
D. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia 
Kabinet adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas 
para Menteri.37Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari masa ke masa 
mengalami perubahan, mulai dari era revolusi fisik, era Republik Indonesia 
Serikat, era demokrasi parlementer, era orde lama (demokrasi terpimpin), 
era orde baru (demokrasi Pancasila), hingga era reformasi pembangunan. 
Era revolusi fisik, terdiri atas Kabinet Presidensil, Kabinet Sjahrir I, 
Kabinet Sjahrir II, Kabinet Sjahrir III, Kabinet Amir Sjarifuddin I, Kabinet 
Amir Sjarifuddin II, Kabinet Hatta I, Kabinet Darurat, Kabinet Hatta II.Era 
Republik Indonesia Serikat, terdiri atas Kabinet Republik Indonesia 
Serikat, Kabinet Susanto/Peralihan, Kabinet Halim. Era demokrasi 
parlementer, terdiri atas Kabinet Moh. Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet 
Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, 
Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Djuanda/Karya. Era orde lama 
(demokrasi terpimpin), terdiri atas Kabinet Kerja I, Kabinet Kerja II, Kabinet 
Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II, Kabinet 
Dwikora III. Era orde baru (demokrasi Pancasila), terdiri atas Kabinet 
Ampera I, Kabinet Ampera II, Kabinet Pembangunan I, Kabinet 
Pembangunan II, Kabinet Pembangunan III, Kabinet Pembangunan IV, 
Kabinet Pembangunan V, Kabinet Pembangunan VI, Kabinet 
                                                 
36
 Komisi Yudisial, Op. cit., hlm. 199. 
37
 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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Pembangunan VII. Era reformasi pembangunan, terdiri atas Kabinet 
Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan Nasional, Kabinet Gotong 
Royong, Kabinet Indonesia Bersatu I, Kabinet Indonesia Bersatu II, 
Kabinet Kerja.38 Kabinet kerja adalah kabinet yang menterinya ahli dalam 
urusan kenegaraan di bidang yang diurusinya.39 
Kementerian negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu II periode 
2009-2014 sebagai berikut: (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan; (2) KementerianKoordinator Bidang 
Perekonomian; (3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat; (4) Kementerian Sekretariat Negara; (5) Kementerian Dalam 
Negeri; (6) Kementerian Luar Negeri; (7) Kementerian Pertahanan; (8) 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (9) Kementerian Keuangan; 
(10) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (11) Kementerian 
Perindustrian; (12) Kementerian Perdagangan; (13) Kementerian 
Pertanian; (14) Kementerian Kehutanan; (15) Kementerian Perhubungan; 
(16) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (17) Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi; (18) Kementerian Pekerjaan Umum; (19) 
Kementerian Kesehatan; (20) Kementerian Pendidikan Nasional; (21) 
Kementerian Sosial; (22) Kementerian Agama; (23) Kementerian 
Kebudayaan dan Pariwisata; (24) Kementerian Komunikasi dan 
Informatika; (25) Kementerian Riset dan Teknologi; (26) Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (27) Kementerian Lingkungan 
                                                 
38
 Sekretariat Kabinet, Loc. cit. 
39
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit. 
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Hidup; (28) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; (29) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; (30) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; (31) 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; (32) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 
(33) Kementerian Perumahan Rakyat; (34) Kementerian Pemuda dan 
Olahraga.40 
Pada tahun 2011, Presiden melakukan pengubahan kementerian 
negara dengan tujuan tercapainya efektivitas Kabinet Indonesia Bersatu II 
dalam upaya menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan nasional. 
Kementerian negara yang diubah sebagai berikut: (1) Kementerian 
Pendidikan Nasional, diubah menjadi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; (2) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, diubah 
menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.41 
 
 E. Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
Kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah 
perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam 
                                                 
40
 Lihat Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan dan 
Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014. 
41
 Lihat Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 mengenai Pemberhentian 
dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa 
Jabatan Periode 2009-2014. 
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pemerintahan.42 Pembentukan kementerian adalah pembentukan 
kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan 
sumpah/janji.43 Pengubahan kementerian adalah pengubahan 
nomenklatur kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, 
dan/atau mengganti nomenklatur kementerian yang sudah terbentuk.44 
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.45 
Urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut terdiri atas: (a) urusan 
pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan 
dalam UUD NRI Tahun 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang 
lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945; dan (c) urusan 
pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi 
program pemerintah.46 Urusan pemerintahan yang nomenklatur 
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 
meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.47 Urusan 
pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 
1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi 
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, 
industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, 
                                                 
42
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Op. cit., 
Pasal 1 angka 1. 
43
 Ibid., Pasal 1 angka 4. 
44
 Ibid., Pasal 1 angka 5. 
45
 Ibid., Pasal 4 ayat (1). 
46
 Ibid., Pasal 4 ayat (2). 
47
 Ibid., Pasal 5 ayat (1). 
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kehutanan, petern akan, kelautan, dan perikanan.48 Urusan pemerintahan 
dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program 
pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, 
aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, 
pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, 
teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, 
pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan 
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.49 
Presiden membentuk kementerian luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.50 
Presiden membentuk kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan 
dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dalam rangka penajaman, koordinasi, 
dan sinkronisasi program pemerintah,51dengan mempertimbangkan: (a) 
efisiensi dan efektivitas; (b) cakupan tugas dan proporsionalitas beban 
tugas; (c) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan 
tugas; dan/atau (d) perkembangan lingkungan global.52 Untuk kepentingan 
sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat 
membentuk kementerian koordinasi.53 Jumlah keseluruhan kementerian 
paling banyak 34 (tiga puluh empat).54 Pembentukan kementerian paling 
                                                 
48
 Ibid., Pasal 5 ayat (2). 
49
 Ibid., Pasal 5 ayat (3). 
50
 Ibid., Pasal 12. 
51
 Ibid., Pasal 13 ayat (1). 
52
 Ibid., Pasal 13 ayat (2). 
53
 Ibid., Pasal 14. 
54
 Ibid., Pasal 15. 
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lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan 
sumpah/janji.55 
Kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas 
disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh 
Presiden.56 Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 
NRI Tahun 1945 dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah dapat diubah oleh Presiden,57 dengan 
mempertimbangkan: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) perubahan dan/atau 
perkembangan tugas dan fungsi; (c) cakupan tugas dan proporsionalitas 
beban tugas; (d) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan 
pelaksanaan tugas; (e) peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah; 
(f) kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara 
mandiri; dan/atau (g) kebutuhan penyesuaian peristilahan yang 
berkembang.58 Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau 
penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.59 
Pertimbangan tersebut diberikan DPR paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak surat Presiden diterima.60 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja 
DPR belum menyampaikan pertimbangannya, DPR dianggap sudah 
memberikan pertimbangan.61 
 
                                                 
55
 Ibid., Pasal 16. 
56
 Ibid., Pasal 17. 
57
 Ibid., Pasal 18 ayat (1). 
58
 Ibid., Pasal 18 ayat (2). 
59
 Ibid., Pasal 19 ayat (1). 
60
 Ibid., Pasal 19 ayat (2). 
61
 Ibid., Pasal 19 ayat (3). 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 
normatif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis 
tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-
undanganyang mengatur mengenai kementerian khususnya dalam 
pembentukan dan pengubahan kementerian. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di 
lembaga yang terkait dengan penulisan ini yaitu Sekretariat Kabinet dan 
Kementerian Sekretariat Negara sebagai pendukung terpenuhinya bahan-
bahan yang hendak diteliti dalam proses penelitian. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data ini bersumber dari lapangan melalui hasil audiensi dengan 
pihak dari Sekretariat Kabinet. 
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2. Data Sekunder 
Data ini bersumber dari kepustakaan (literature research) 
terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 
objek kajian dalam penelitian ini, antara lain berupa peraturan 
perundang-undangan, buku, artikel dalam surat kabar dan 
majalah, dan karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk media cetak 
maupun media elektronik. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Penelitian Lapangan 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan 
audiensi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
objek kajian dalam penelitian ini. 
2. Penelitian Kepustakaan 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mempelajari, 
mendalami, menganalisis beberapa bahan bacaanberupa 
peraturan perundang-undangan, buku, artikel dalam surat kabar 
dan majalah, dan karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk media 
cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan objek 
kajian dalam penelitian ini. 
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E. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif 
kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat 
yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data 
dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat 
menarik kesimpulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Konsistensi Pengubahan Kementerian Negara dalam Kabinet Kerja 
terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara 
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden 
tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, 
pengubahan, dan pembubaran kementerian haruslah berdasarkan 
undang-undang. Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi 
menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian yang akan 
membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 
Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan 
Presiden dalam menyusun kementerian karena secara jelas dan tegas 
mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian. 
Pengaturan mengenai kementerian tidak didekati melalui 
pemberian nama tertentu pada setiap kementerian. Akan tetapi, undang-
undang ini melakukan pendekatan melalui urusan-urusan pemerintahan 
yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka 
pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah 
urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas 
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disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, urusan pemerintahan yang 
ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, dan urusan 
pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi 
program pemerintah. Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak 
berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu 
kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan 
tugas yang diberikan oleh Presiden. Undang-undang ini disusun dalam 
rangka membangun sitem pemerintahan presidensial yang efektif dan 
efisien. 
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara, pembentukan kementerian adalah pembentukan 
kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan 
sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4. Pembentukan 
kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden 
mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 16. 
Presidentelah membentuk kementerian dan mengangkatmenteri-menteri 
negara yang menjadi anggota kabinetnya yang diberikan nama Kabinet 
Kerja pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan Keputusan Presiden Nomor 
121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan 
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. 
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Tabel 1. Kementerian dalam Kabinet Kerja 
No. Kementerian 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
Kementerian Sekretariat Negara 
Kementerian Dalam Negeri 
Kementerian Luar Negeri 
Kementerian Pertahanan 
Kementerian Agama 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Kementerian Keuangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Kementerian Kesehatan 
Kementerian Sosial 
Kementerian Ketenagakerjaan 
Kementerian Perindustrian 
Kementerian Perdagangan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
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21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
 
27. 
28. 
 
29. 
 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Kementerian Perhubungan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Kementerian Pertanian 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Kementerian Pariwisata 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan 
Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang menangani urusan 
pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan 
dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 12. 
Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
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Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah kementerian 
yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan 
dalam UUD NRI Tahun 1945, dan Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian 
Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretariat Negara adalah 
kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka 
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), yang pembentukannya 
dengan mempertimbangkan sebagaimana diatur pada ayat (2) sebagai 
berikut: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) cakupan tugas dan 
35 
 
proporsionalitas beban tugas; (c) kesinambungan, keserasian, dan 
keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau (d) perkembangan lingkungan 
global. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman adalah kementerian yang melaksanakan 
fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 14. Jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 
(tiga puluh empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Jumlah 
keseluruhan kementerian dalam kabinet kerja sebanyak 34, sama dengan 
jumlah kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. 
Presiden sebelum dilantik telah mempersiapkan jalannya roda 
pemerintahan yang akan dimulainya pada tanggal 20 Oktober 2014 
seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden sebelumnyadengan 
membentuk sebuah tim yang diberikan nama Tim Transisi. Tim Transisi 
bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan 
implementasi visi dan misi yang tertuang dengan sembilan program nyata 
Presiden yang dikenal dengan Nawa Citadan mempersiapkan hal-hal 
yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah Presiden termasuk 
strukturkabinet. 
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Tabel 2. Usulan Pilihan Struktur Kabinet oleh Tim Transisi 
Pilihan Keterangan 
I 
 
II 
 
IIIA 
IIIB 
Kementerian tetap berjumlah 34 dengan pengubahan 
kementerian 
Pengurangan jumlah kementerian hingga kementerian 
berjumlah 27 dan 3 kementerian koordinator 
Kementerian berjumlah 20 
Kementerian berjumlah 24 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
Menurut M. Rokib, S.H., M.H., Asisten Deputi Bidang Perancangan 
Peraturan Perundang-Undangan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan 
Kemananan Sekretariat Kabinet, kajian secara mendalam dan formal 
mengenai ketiga pilihanstruktur kabinet tersebut tidak ada di Sekretariat 
Kabinet. Beliau juga pesimis kalau Tim Transisi mempunyai kajian secara 
mendalam mengenai struktur kabinet tersebut. Struktur kabinet disusun 
oleh Tim Transisi berdasarkan nawa cita Presiden. Selain itu, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga pernah 
mengusulkan pengurangan kabinet menjadi 27 hingga 30 kementerian 
dalam kabinet kerja. Sejumlah kementerian disarankan digabung atau 
sub-sektor kementerian yang mirip digabung ke dalam satu wadah 
kementerian. 
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Tabel 3. Usulan Pengubahan Kementerian dalam Kabinet Kerja 
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara                              
dan Reformasi Birokrasi 
 
No. 
Pengubahan Kementerian 
Semula Menjadi 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
Kementerian Pertanian serta 
Sektor Perikanan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan 
Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Perindustrian, 
serta Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan 
Menengah 
Kementerian Kehutanan dan 
Kementerian Lingkungan Hidup 
 
Sektor Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian 
Riset dan Teknologi 
Sektor Administrasi 
Kependudukan Kementerian 
Dalam Negeri, Sektor 
Mobilisasi dan Transmigrasi 
Kementerian Ketahanan 
Pangan 
 
Kementerian Perindustrian, 
Perdagangan, dan Koperasi 
 
 
 
Kementerian Proteksi 
Lingkungan Hidup dan Tata 
Ruang 
Kementerian Pendidikan Tinggi 
dan Pengembangan Inovasi 
Riset 
 
Kementerian Kependudukan 
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6. 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
Penduduk Kementerian 
Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja, serta Sektor Pencatatan 
Kelahiran Penduduk Baru 
Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Kementerian Perumahan 
Rakyat 
Kementerian Sosial serta 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak 
Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 
 
 
 
 
 
 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
 
Kementerian Pelayanan Sosial 
dan Kemanusiaan 
 
 
Kementerian Ketenagakerjaan 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi juga mengusulkan pembentukan kementerian baru yaitu 
Kementerian Kemaritiman. Usulan pengubahan kementerian tersebut 
didasari oleh efektivitas fungsi kementerian dan melihat kondisi Indonesia 
dewasa ini yang dilakukan sejak tahun 2012-2014. Kajian secara 
mendalam mengenai pengubahan kementerian tersebut tidak ada di 
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Sekretariat Kabinet, tetapi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. 
Pembentukan kementerian dalam kabinet kerja telah terjadi 
pengubahan kementerian. Pengubahan kementerian adalah pengubahan 
nomenklatur kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, 
dan/atau mengganti nomenklatur kementerian yang sudah terbentuk 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5. Kementerian yang 
nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 
Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh Presiden sebagaimana diatur dalam 
Pasal 17. Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 
Tahun 1945 dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi 
program pemerintah dapat diubah oleh Presiden sebagaimana diatur 
dalam Pasal 18 ayat (1), dengan mempertimbangkan sebagaimana diatur 
pada ayat (2) sebagai berikut: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) perubahan 
dan/atau perkembangan tugas dan fungsi; (c) cakupan tugas dan 
proporsionalitas beban tugas; (d) kesinambungan, keserasian, dan 
keterpaduan pelaksanaan tugas; (e) peningkatan kinerja dan beban kerja 
pemerintah; (f) kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam 
pemerintahan secara mandiri; dan/atau (g) kebutuhan penyesuaian 
peristilahan yang berkembang. 
 
 
 
40 
 
Tabel 4. Pengubahan Kementerian dalam Kabinet Kerja 
No. 
Pengubahan Kementerian 
Semula Menjadi 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Kementerian Perumahan 
Rakyat 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan serta Kementerian 
Riset dan Teknologi 
 
 
Kementerian Kehutanan dan 
Kementerian Lingkungan Hidup 
Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dan Kementerian 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal 
 
Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
 
Kementerian Pariwisata 
 
a. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
b. Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
a. Kementerian 
Ketenagakerjaan 
b. Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 
Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
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Berdasarkan tabel di atas, telah terjadi pengubahan kementerian 
dalam kabinet kerja akibat pemisahan atau penggabungan beberapa 
kementerian.Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan 
kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19 ayat (1),pertimbangan tersebut diberikan DPR paling lama 
7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima sebagaimana diatur pada 
ayat (2), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja DPR belum 
menyampaikan pertimbangannya, DPR dianggap sudah memberikan 
pertimbangan sebagaimana diatur pada ayat (3).Menurut M. Rokib, S.H., 
M.H., Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-
Undangan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Sekretariat 
Kabinet, Presiden telah meminta pertimbangan kepada DPR mengenai 
pengubahan kementerian dalam kabinet kerja sebagai akibat pemisahan 
atau penggabungan beberapa kementeriandengan surat nomor R-
242/Pres/10/2014, perihal permohonan pertimbangan pengubahan 
kementerian negara, pada tanggal 21 Oktober 2014.Surat permohonan 
pertimbangan pengubahan kementerian tersebut bersifat rahasia (kode 
R). Menanggapi surat permohonan pertimbangan pengubahan 
kementerian tersebut, DPR telah memberikan pertimbangan kepada 
Presiden pada tanggal 26 Oktober 2014. Artinya, lebih cepat dua hari dari 
batas waktu yang telah ditentukan. 
Menurut surat nomor R-242/Pres/10/2014 perihal permohonan 
pertimbangan pengubahan kementerian negara, pengubahan kementerian 
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dalam kabinet kerja dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan 
efektivitassebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
Pertimbangan efisiensi dan efektifitas tersebut sesuai dengan salah satu 
nawa cita Presiden yaitu “Membuat pemerintah tidak absen dengan 
membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya. 
Tabel 5. Aspek Pertimbangan DPR 
terhadap Pengubahan Kementerian dalam Kabinet Kerja 
 
Pertimbangan Pokok 
Politik 
 
Hukum 
 
 
 
 
 
Ekonomi 
Program berdasarkan kebijakan (action follows 
function). 
Efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan 
proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, 
keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, 
dan/atau perkembangan lingkungan global 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
Anggaran mengikuti fungsi (money follow function). 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
 
Menurut M. Rokib, S.H., M.H., Asisten Deputi Bidang Perancangan 
Peraturan Perundang-Undangan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan 
Kemananan Sekretariat Kabinet, DPR meminta agar pengubahan 
kementerian tidak menghambat proses kerja instansi pemerintah sehingga 
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penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan dan pelayanan 
terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik. DPR memahami dan 
menghargai hak prerogatif Presiden membentuk dan mengubah 
kementerian sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan peraturan 
perundang-undangan lainnya dalam rangka menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 
1945. Meskipun pengubahan kementerian adalah hak prerogatif Presiden, 
namun rencana tersebut harus dikaji secara mendalam dan komprehensif 
dari berbagai aspek termasuk politik, hukum, dan ekonomi. 
Tabel 6. Pertimbangan DPR terhadap Pemisahan dan 
Penggabungan Kementerian dalam Kabinet Kerja 
 
Pemisahan/Penggabungan Pertimbangan 
Penggabungan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Kementerian 
Perumahan Rakyat menjadi 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 
 
 
 
 
 
 DPR berpandangan bahwa 
rencana tersebut harus sejalan 
dengan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Permukiman 
dan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun; 
 Rencana tersebut harus 
memastikan 
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Pengubahan Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
menjadi Kementerian Pariwisata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemisahan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan serta 
Kementerian Riset dan Teknologi 
menjadi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan serta 
Kementerian Riset, Teknologi, dan 
pelayananinfrastruktur wilayah, 
infrastruktur permukiman dan 
kawasan perumahan secara 
keruangan menjadi terpadu 
sesuai daya dukung dan daya 
tampungnya. 
DPR berpandangan bahwa secara 
konseptual ekonomi kreatif tidak 
saja terkait sektor pariwisata, 
melainkan memiliki keterikatan 
dengan kebijakan dan program-
program sektor yang lebih luas, 
seperti sektor ketenagakerjaan, 
perindustrian, koperasi, 
investasi,usaha mikro kecil dan 
menengah, pendidikan luar 
sekolah, dan lainnya. 
 DPR berpandangan bahwa 
rencana memisahkan 
kebudayaan dan riset, berpotensi 
menghapuskan esensi senyawa 
kebudayaan di dalam riset, 
teknologi dan pendidikan tinggi. 
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Pendidikan Tinggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padahal kebudayaan sangat 
diperlukan mendorong lahirnya 
inventor dan inovator asli 
Indonesia; 
 Pendidikan Indonesia ke depan 
haruslah melahirkan sumberdaya 
manusia yang tidak saja unggul 
dalam penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, 
tetapi juga mempunyai 
kepribadian nasional yang 
kompetitif secara global. Perlu 
dipertimbangkan agar 
kebudayaan harus melekat 
dalam semua proses dan jenjang 
pendidikan nasional; 
 Perlu diperhatikan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, yang mengatur jenjang 
pendidikan mencakup pendidikan 
usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah dan 
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Penggabungan Kementerian 
Kehutanan dan Kementerian 
Lingkungan Hidup menjadi 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
 
 
 
pendidikan tinggi, pendidikan 
formal maupun informal serta 
tenaga pendidik; 
 Perlu dipertimbangkan 
pengelolaan alokasi anggaran 
pendidikan minimal dua puluh 
persen sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 
NRI Tahun 1945; 
 DPR berpendapat bahwa 
nomenklatur kementerian tetap 
seperti nomenklatur saat ini, yaitu 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaanserta Kementerian 
Riset dan Teknologi. 
DPR berpandangan 
bahwamasalah lingkungan hidup 
meliputi semua sektor. Kebijakan 
di sektor kehutanan tidak 
menjawab persoalan lingkungan 
hidup dalam arti luas. Dengan 
demikian nomenklatur kementerian 
tersebut tetap seperti semula, yaitu 
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Pemisahan Kementerian Tenaga 
Kerja dan 
TransmigrasisertaKementerian 
Pembangunan Daerah Tertinggal 
menjadi Kementerian Tenaga 
Kerja serta Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi 
 
 
 
 
 
 
Pengubahan Kementerian 
Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat menjadi Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 
Kementerian Kehutanan dan 
Kementerian Lingkungan Hidup. 
DPR berpandangan rencana 
tersebut perlu dilaksanakan secara 
terpadu. Keterpaduan diperlukan 
untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas sumberdaya yang 
tersedia untuk memaksimalkan 
pelayanan publik. Dengan 
pandangan itu, DPR sejalan 
dengan rencana Presiden, 
sehingga nomenklatur kementerian 
tersebut menjadi Kementerian 
Tenaga Kerja serta Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi. 
 DPR berpandangan bahwa 
rencana tersebut sebaiknya 
ditinjau kembali karena 
kesejahteraan rakyat bersifat 
holistik, terpadu, dan luas; 
 Rencana pengubahan dapat 
mereduksi substansi 
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kesejahteraan 
rakyatsebagaimana diamanatkan 
dalam Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 sehingga 
nomenklatur untuk kementerian 
ini adalah Kementerian 
Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat. 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
 
Berdasarkan pertimbangan di atas, hampir semua isinya 
mengindikasikan ketidaksetujuan DPR terhadap pengubahan kementerian 
dalam kabinet kerja. Menurut pertimbangan DPR, pengubahan 
kementerian dalam kabinet kerja harus mempertimbangkan efisiensi dan 
efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, 
kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, secara 
komprehensif dan mendalam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada 
minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara 
untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Dan asas efektivitas adalah asas 
yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 
Berdasarkan pengertian asas efisiensi dan asas efektivitas di atas, maka 
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dapat disimpulkan bahwa efisiensi berorientasi pada minimalisasi 
penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk 
mencapai hasil kerja yang terbaik dan efektivitas berorientasi pada tujuan 
yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam mengkaji efisiensi dan 
efektivitas pengubahan kementerian dalam kabinet kerja, Penulis akan 
mengkaji dari aspekstruktur kabinet kerja dan aspek pergeseran tugas 
dan fungsi antar beberapa kementerian yang mengalami pengubahan 
dalam kabinet kerja. 
1. Struktur Kabinet Kerja 
Kementerian dalam kabinet kerja terdiri atas 34 kementerian. 
Jumlah tersebut sama dengan jumlah kementerian dalam 
Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah 
keseluruhan kementerian memang paling banyak 34 (tiga puluh 
empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 15, tetapi diharapkan 
terjadi pengurangan sebagaimana yang disebutkan dalam 
penjelasannya. Apabila kita melihat usulan pilihan Tim Transisi 
yang bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan 
dengan kelembagaan di bawah Presiden termasuk struktur 
kabinet berdasarkan tujuan negara dan nawa cita, maka 
dimungkinkan terjadinya pengurangan jumlah kementerian. Tim 
Transisi mengusulkan pengurangan hingga jumlah kementerian 
sebanyak 20.Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
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Negara dan Reformasi Birokrasi juga pernah mengusulkan 
pengurangan jumlah kementerian menjadi 27 hingga 30 
kementerian dalam kabinet kerja. Sejumlah kementerian 
disarankan digabung atau sub-sektor kementerian yang mirip 
digabung ke dalam satu wadah kementerian. Kajian tersebut 
didasari oleh efektivitas fungsi kementerian dan melihat kondisi 
Indonesia yang dikaji sejak tahun 2012-2014. Berdasarkan 
pertimbangan di atas, apabilapengubahan kementerian dalam 
kabinet kerja bertujuan untuk melakukan efisiensi dan 
efektivitas, maka seharusnya terjadi pengurangan jumlah 
kementerian dengan menggabungkan sejumlah kementerian 
atau sub-sektor kementerian yang mirip ke dalam satu wadah 
kementerian. Dengan penggabungan sejumlah kementerian 
atau sub-sektor kementerian yang mirip ke dalam satu wadah 
kementerian, maka minimalisasi penggunaan sumber daya 
dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan yang 
tepat guna dan berdaya guna dapat diwujudkan dengan optimal. 
2. Pergeseran Tugas dan Fungsiantar Kementerian yang 
Mengalami Pengubahan dalam Kabinet Kerja 
Pengubahan kementerian dalam kabinet kerja mengakibatkan 
terjadinya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian. 
Mengingat terjadinya pergeseran tugas dan fungsi maka 
dilakukan penataan sementara untuk menjaga harmonisasi 
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kerja pada kabinet kerja sebelum terbentuknya organisasi dan 
tata kerja kementerian pada kabinet kerja dengan Peraturan 
Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan 
Fungsi Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 2014. Penataan 
organisasi kabinet kerja diselesaikan paling lama 4 (empat) 
bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini. Dalam 
pembahasan ini, Penulis memfokuskan terhadap pergeseran 
tugas dan fungsi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam 
Negeri. 
(1) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Tabel 7. Penataan Tugas dan Fungsi Sementara 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 
Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan 
 Menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
riset dan teknologi yang 
dilaksanakan oleh 
Menyelenggarakan seluruh 
urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan dan 
kebudayaan, kecuali tugas 
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Kementerian Riset dan 
Teknologi; 
 Menyelenggarakan tugas 
dan fungsi di bidang 
pendidikan tinggi yang 
dilaksanakan oleh 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
dan fungsi di bidang 
pendidikan tinggi. 
 
Sumber: Sekretariat Kabinet  
 
Pada tanggal 21 Januari 2015, organisasi dan tata kerja 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terbentuk 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggiserta 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
Tabel 8. Tugas dan Fungsi 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
 
Tugas Fungsi 
Menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
riset, teknologi, dan 
pendidikan tinggi untuk 
 Perumusan, penetapan, 
dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
standar kualitas sistem 
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membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 
pembelajaran, lembaga 
pendidikan tinggi, sumber 
daya manusia serta 
sarana dan prasarana 
pendidikan tinggi, dan 
keterjangkauan layanan 
pendidikan tinggi; 
 Perumusan dan 
penetapan kebijakan di 
bidang standar kualitas 
lembaga penelitian, 
sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana 
riset dan teknologi, 
penguatan inovasi dan 
riset serta pengembangan 
teknologi, penguasaan alih 
teknologi, penguatan 
kemampuan audit 
teknologi, perlindungan 
hak kekayaan intelektual, 
percepatan penguasaan, 
pemanfaatan, dan 
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pemajuan riset dan 
teknologi; 
 Koordinasi dan 
sinkronisasipelaksanaan 
kebijakan di bidang 
kelembagaan, sumber 
daya, penguatan riset dan 
pengembangan, serta 
penguatan inovasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi; 
 Pemberian izin tertulis 
kegiatan penelitian dan 
pengembangan oleh 
perguruan tinggi asing, 
lembaga penelitian dan 
pengembangan asing, 
badan usaha asing, dan 
orang asing di wilayah 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
 Pemberian izin tertulis 
kegiatan penelitian dan 
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pengembangan terapan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang berisiko 
tinggi dan berbahaya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan; 
 Koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan 
pemberian dukungan 
administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi 
di lingkungan Kementerian 
Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi; 
 Pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara 
yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi; 
 Pengawasan atas 
pelaksanaan tugas di 
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lingkungan Kementerian 
Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi; 
 Pelaksanaan dukungan 
substantif kepada seluruh 
unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian 
Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi. 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
 
Tabel 9. Tugas dan Fungsi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 
Tugas Fungsi 
Menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan 
pendidikan masyarakat, 
serta pengelolaan 
kebudayaan untuk 
membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan 
 Perumusan dan 
penetapan kebijakan di 
bidang pendidikan anak 
usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan 
menengah, dan 
pendidikan masyarakat, 
serta pengelolaan 
kebudayaan; 
 Pelaksanaan fasilitasi 
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pemerintahan negara. penyelenggaraan 
pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, 
dan pendidikan 
masyarakat, serta 
pengelolaan kebudayaan; 
 Pelaksanaan kebijakan di 
bidang peningkatan mutu 
dan kesejahteraan guru 
dan pendidik lainnya, serta 
tenaga kependidikan; 
 Koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan 
pemberian dukungan 
administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi 
di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
 Pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara 
yang menjadi tanggung 
58 
 
jawab 
KementerianPendidikan 
dan Kebudayaan; 
 Pengawasan atas 
pelaksanaan tugas di 
lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
 Pelaksanaan bimbingan 
teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan di 
daerah; 
 Pelaksanaan 
pengembangan, 
pembinaan, dan 
perlindungan bahasa dan 
sastra; 
 Pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan di 
bidang pendidikan anak 
usia dini, pendidikan 
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dasar, pendidikan 
menengah, dan 
pendidikan masyarakat, 
serta kebudayaan; 
 Pelaksanaan dukungan 
substantif kepada seluruh 
unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
 
Berdasarkan Peraturan Presiden di atas, urusan pendidikan 
dilakukan pada dua kementerian. UUD NRI Tahun 1945 
mengamanatkan adanya satu sistem pendidikan nasional 
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3). Sistem 
pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan sebagai 
satu kesatuan yang sistemik dengan sistem. Satu kesatuan 
yang sistemik menandakan bahwa kegiatan pendidikan 
harus berkesinambungan dari pendidikan dasar hingga 
pendidikan tinggi. Selain itu, negara memprioritaskan 
60 
 
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Menurut Penulis, 
pemisahan pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi kurang tepat, mengingat pendidikan tinggi 
masih merupakan rangkaian proses pendidikan yang 
bermula dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
hingga pendidikan tinggi. Dikhawatirkan dalam penyusunan 
kurikulum di pendidikan tinggi tidak sinkron dengan tahapan 
kurikulum di pendidikan menengah, sehingga tidak 
berkesinambungan, tidak berkeserasian, dan tidak akan 
berketerpaduan pelaksanaan tugasnya. Meskipun harapan 
dengan digabungnya pendidikan tinggi dalam Kementerian 
Riset dan Teknologi agar riset perguruan tinggi dapat 
terintegrasi dengan riset ilmiah, tetapi tentunya bukan itu inti 
dari pendidikan tinggi (tidak hanya riset) tetapi seluruh 
proses belajar mengajar di pendidikan tinggi. 
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(2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri 
Tabel 10. Penataan Tugas dan Fungsi Sementara 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri 
 
Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan 
Transmigrasi 
Kementerian Dalam Negeri 
 Menyelenggarakan tugas 
dan fungsi di bidang desa 
yang meliputi 
kelembagaan dan 
pelatihan masyarakat 
desa, pemberdayaan adat 
dan sosial budaya 
masyarakat desa, usaha 
ekonomi masyarakat desa, 
dan sumber daya alam 
dan teknologi tepat guna 
perdesaan yang 
dilaksanakan oleh 
Kementerian Dalam 
Negeri; 
Menyelenggarakan seluruh 
urusan pemerintahan di 
bidang pemerintahan dalam 
negeri, kecuali tugas dan 
fungsi di bidang desa. 
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 Menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
pembangunan daerah 
tertinggal yang 
dilaksanakan oleh 
Kementerian 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal; 
 Menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
transmigrasi yang 
dilaksanakan oleh 
Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
 
Pada tanggal 21 Januari 2015, organisasi dan tata kerja 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri telah 
terbentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Kementerian Dalam Negeri serta Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 
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Tabel 11. Tugas dan Fungsi 
Kementerian Dalam Negeri 
Tugas Fungsi 
Menyelenggarakan urusan 
di bidang pemerintahan 
dalam negeri untuk 
membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 
 Perumusan, penetapan, 
dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang politik 
dan pemerintahan umum, 
otonomi daerah, 
pembinaan administrasi 
kewilayahan, pembinaan 
pemerintahan desa, 
pembinaan urusan 
pemerintahan dan 
pembangunan daerah, 
pembinaan keuangan 
daerah, serta 
kependudukan dan 
pencatatan sipil sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan; 
 Koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan 
pemberian dukungan 
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administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi 
di lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri; 
 Pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara 
yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Dalam 
Negeri; 
 Pengawasan atas 
pelaksanaan tugas di 
lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri; 
 Pelaksanaan bimbingan 
teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan 
Kementerian Dalam 
Negeri di daerah; 
 Pengoordinasian, 
pembinaan dan 
pengawasan umum, 
fasilitasi, dan evaluasi atas 
penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan; 
 Pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan di 
bidang pemerintahan 
dalam negeri; 
 Pelaksanaan 
pengembangan sumber 
daya manusia di bidang 
pemerintahan dalam 
negeri; 
 Pelaksanaan kegiatan 
teknis dari pusat sampai 
ke daerah; 
 Pelaksanaan dukungan 
yang bersifat substantif 
kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan 
Kementerian Dalam 
Negeri. 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
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Tabel 12. Tugas dan Fungsi 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi 
 
Tugas Fungsi 
Menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan, 
pemberdayaan masyarakat 
desa, percepatan 
pembangunan daerah 
tertinggal, dan transmigrasi 
untuk membantu Presiden 
dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 
 Perumusan, penetapan, 
dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan, 
pemberdayaan 
masyarakat desa, 
pengembangan daerah 
tertentu, pembangunan 
daerah tertinggal, 
penyiapan, pembangunan 
permukiman, dan 
pengembangan kawasan 
transmigrasi; 
 Koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan 
pemberian dukungan 
administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi 
di lingkungan Kementerian 
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Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi; 
 Pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara 
yang menjadi tanggung 
jawabnya; 
 Pengawasan atas 
pelaksanaan tugas di 
lingkungan Kementerian 
Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi; 
 Pelaksanaan bimbingan 
teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan 
Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan 
Transmigrasi; 
 Pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan, 
pendidikan dan pelatihan, 
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serta pengelolaan 
informasi di bidang 
pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan, 
pemberdayaan 
masyarakat desa, 
pengembangan daerah 
tertentu, pembangunan 
daerah tertinggal, dan 
transmigrasi; 
 Pelaksanaan dukungan 
yang bersifat substantif 
kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan 
Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan 
Transmigrasi. 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
 
Berdasarkan Peraturan Presiden di atas, pengelolaan desa 
dilakukan pada dua kementerian. Menurut UUD NRI Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 
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kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 
18 ayat (1). Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota 
dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan 
dan/atau desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai desa diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Penulis, pemisahan pengelolaan desa pada dua 
kementerian kurang tepat. Kementerian Dalam Negeri yang 
mengurusi administrasi pemerintahan desa dan Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
yang mengurusi pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan, serta pemberdayaan masyarakat desa. 
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Pemisahan ini menimbulkan “silang sengkarut” tata kelola 
desa. “Silang sengkarut” tersebut dapat dilihat sebagai 
berikut: (a) mempertahankan urusan pemerintahan desa 
dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri berarti telah 
menyalahi paradigma baru desa sebagaimana yang tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Undang-undang tersebut telah menggeser paradigma desa 
yang sebelumnya dipandang sebagai ”unit pemerintahan 
terbawah” menjadi ”kesatuan masyarakat hukum”. 
Menempatkan urusan pemerintahan desa di bawah 
Kementerian Dalam Negeri sama saja dengan 
menempatkan desa sebagai unit pemerintahan di bawah 
pemerintahan daerah; (b) pembentukan Kementerian Desa 
yang bertugas mengurus desa sebagai amanat undang-
undang menjadi tidak bermakna signifikan karena urusan 
desa tetap terdistribusi ke kementerian lain. Kementerian 
Desa tidak diberi wewenang penuh untuk mengurus desa 
dalam semua aspeknya, sehingga tidak efektif dan efisien; 
(c)pemisahan urusan desa juga dipastikan akan membuat 
tata kelola desa tumpang tindih dan menyulitkan desa 
karena urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan 
tidak dapat dipisahkan pada kenyataannya; (d) nomenklatur 
”Kementerian Desa” menunjukkan bahwa kementerian 
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tersebut bertugas dan memiliki kewenangan untuk 
mengelola urusan desa dalam semua aspeknya, mulai dari 
pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan 
masyarakatnya. Ini berbeda jika kementerian tersebut diberi 
nama ”Kementerian Pembangunan Desa”. 
Menurut Penulis, tidak terlalu mudah Presiden menggunakan hak 
prerogatifnya dalam membentuk kabinet yang ideal apabila pertimbangan 
politik yang lebih dominan. Sebagai bukti, Presiden sebelumnya telah 
merencanakan akan melakukan pengurangan jumlah kementerian, tetapi 
pada akhirnyatetap mempertahankan 34 jumlah kementerian, padahal 
dimungkinkan terjadinya pengurangan berdasarkan usulan Tim Transisi 
dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi. Selain itu, pengubahan kementerian dalam kabinet kerja juga 
tidak berkesinambungan, berkeserasian, dan berketerpaduan 
pelaksanaan tugasnya, sehingga berimplikasi terjadinya tumpah tindih 
tugas dan kewenangan antar kementerian. Presiden berada dalam situasi 
sulit membentuk kabinet yang ideal karena selalu diwarnai tarik-ulur. 
Faktor paling menonjol adalah adanya „calon titipan‟ dari pihak-pihak yang 
merasa telah berkontribusi atau berjasa bagi Presiden saat pemilu lalu. 
Presiden tersandera oleh tekanan banyak pihak yangmenitipkan calonnya 
untuk diakomodasi dalam kabinet kerja sehingga mempengaruhi dalam 
pembentukan dan pengubahan kementerian. Kemenangan Presiden tak 
lepas daridukungan beberapa partai politik. Konstelasi koalisi inilah yang 
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diyakini melahirkan tarik-menarik kepentingan dalam pembentukan dan 
pengubahan kementerian dalam kabinet kerja. Apalagi Presiden tidak 
menyampaikan secara lengkap substansi pengubahan kementerian dalam 
kabinet kerja kepada DPR dan suratnya bersifat rahasia. 
 
B. Implikasi Hukum Pengubahan Kementerian Negara dalam Kabinet 
Kerja terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Pengubahan kementerian dalam kabinet kerja telah berimplikasi 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Implikasi adalah akibat 
berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi. Pada pembahasan ini, penulis 
memfokuskan pembahasan pada implikasi hukum pengubahan 
kementerian dalam kabinet kerja terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan negara. 
1. Adanya Tumpang Tindih Tugas dan Kewenangan antar 
Kementerian dalam Kabinet Kerja 
Pada latar belakang masalah di atas, Penulis telah 
mengemukakan bahwa pengubahan kementerian dalam kabinet 
kerja dikhawatirkan akan terjadinya tumpang tindih tugas dan 
kewenangan antar kementerian. Pengubahan kementerian 
dalam kabinet kerja mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas 
dan fungsi antar kementerian. Pergeseran tugas dan fungsi 
antar kementerian yang tidak berkesinambungan, tidak 
berkeserasian, dan tidak berketerpaduan pelaksanaan tugasnya 
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telah mengakibatkan terjadinya tumpah tindih tugas dan 
kewenangan antar kementerian. Pada pembahasan Konsistensi 
Pengubahan Kementerian Negara dalam Kabinet Kerja 
terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara point Pergeseran Tugas dan Fungsi antar 
Kementerian yang Mengalami Pengubahan dalam Kabinet 
Kerja, dapat dilihat bahwa tumpang tindih tugas dan 
kewenangan antar kementerian telah terjadi pada Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri 
dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi. Urusan pendidikan diselenggarakan pada 
dua kementerian yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan walaupun UUD NRI Tahun 1945 dan Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
telah mengamanatkan adanya satu sistem pendidikan nasional. 
Selain itu, pengelolaan desa diselenggarakan pada dua 
kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dengan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi walaupun nomenklatur ”Kementerian Desa” 
menunjukkan bahwa kementerian tersebut bertugas dan 
memiliki kewenangan untuk mengelola urusan desa dalam 
74 
 
semua aspeknya, mulai dari pemerintahan, pembangunan, 
hingga pemberdayaan masyarakatnya. Menurut Penulis, 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan 
memperebutkan pembagian anggaran minimal dua puluh 
persen sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 
1945 seperti yang telah terjadi pada Kementerian Dalam Negeri 
dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi yang saling memperebutkan pengelolaan 
dana desa beberapa waktu lalu. 
2. Menghambat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
Pada pembahasan Konsistensi Pengubahan Kementerian 
Negara dalam Kabinet Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada 
pointPergeseran Tugas dan Fungsi antar Kementerian yang 
Mengalami Pengubahan dalam Kabinet Kerja, Penulis telah 
mengemukakan bahwa pengubahan kementerian dalam kabinet 
kerja mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi 
antar kementerian sehingga dilakukan penataan sementara 
untuk menjaga harmonisasi kerja pada kabinet kerja dengan 
Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan 
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Menurut Peraturan Presiden 
Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi 
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Kabinet Kerja, penataan organisasi kabinet kerja diselesaikan 
paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya Peraturan 
Presiden ini. Artinya, penataan organisasi kabinet kerja 
diselesaikan paling lambat pada tanggal 27 Februari 2015. 
Penataan tugas dan fungsi kementerian yang mengalami 
pengubahan dalam kabinet kerja telah diselesaikan pada 
tanggal 21 Januari 2015. Penataan tugas dan fungsi pada 34 
kementerian, baru dapat diselesaikan pada tanggal 15 Juli 
2015. 
Tabel 13. Peraturan Presiden 
mengenai Organisasi Kementerian dalam Kabinet Kerja 
 
Peraturan Presiden Tentang 
Nomor 7 Tahun 2015 
Nomor 8 Tahun 2015 
 
Nomor 9 Tahun 2015 
 
 
Nomor 10 Tahun 2015 
 
Nomor 11 Tahun 2015 
Nomor 12 Tahun 2015 
 
Organisasi Kementerian Negara 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 
Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 
Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman 
Kementerian Dalam Negeri 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
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Nomor 13 Tahun 2015 
 
Nomor 14 Tahun 2015 
 
Nomor 15 Tahun 2015 
 
Nomor 16 Tahun 2015 
 
Nomor 17 Tahun 2015 
 
Nomor 18 Tahun 2015 
Nomor 19 Tahun 2015 
Nomor 24 Tahun 2015 
Nomor 28 Tahun 2015 
Nomor 29 Tahun 2015 
Nomor 35 Tahun 2015 
Nomor 40 Tahun 2015 
Nomor 41 Tahun 2015 
 
Nomor 43 Tahun 2015 
 
Nomor 44 Tahun 2015 
 
Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 
Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang 
Kementerian Ketenagakerjaan 
Kementerian Pariwisata 
Kementerian Sekretariat Negara 
Kementerian Keuangan 
Kementerian Perindustrian 
Kementerian Kesehatan 
Kementerian Perhubungan 
Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara 
Kementerian Koordinator Bidang 
Politik Hukum dan Keamanan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 
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Nomor 45 Tahun 2015 
Nomor 46 Tahun 2015 
Nomor 47 Tahun 2015 
 
 
Nomor 48 Tahun 2015 
Nomor 54 Tahun 2015 
 
Nomor 56 Tahun 2015 
Nomor 57 Tahun 2015 
Nomor 58 Tahun 2015 
Nomor 59 Tahun 2015 
 
Nomor 62 Tahun 2015 
 
Nomor 63 Tahun 2015 
 
Nomor 65 Tahun 2015 
 
Nomor 68 Tahun 2015 
 
Nomor 83 Tahun 2015 
Kementerian Pertanian 
Kementerian Sosial 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi 
Kementerian Perdagangan 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika 
Kementerian Luar Negeri 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
Kementerian Pertahanan 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan 
Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah 
Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 
Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral 
Kementerian Agama 
Sumber: Sekretariat Kabinet 
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Peraturan Presiden di atas, baru mengatur penataan organisasi 
kementerian pada Eselon I, belum Eselon II ke bawah. 
Penataan organisasi kementerian harus dilakukan secara 
menyeluruh dari pusat hingga daerah karena tanpa pengaturan 
yang jelas, maka akan menghambat kinerja pemerintah. 
Peraturan Presiden tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan 
penyusunan organisasi eselon II ke bawah dalam bentuk 
Peraturan Menteri di setiap kementerian.Pada saat ini, 
penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kabinet kerja 
telah berjalan selama sepuluh bulan, tetapi penataan organisasi 
yang meliputi pengaturan dan penyesuaian secara keseluruhan 
belum diselesaikan. Hal inilah yang menjadi salah satu 
pertimbangan DPR kepada Presiden mengenai pengubahan 
kementerian dalam kabinet kerja. Menurut Penulis, proses 
penatan organisasi kementerian yang mengalami pengubahan 
sangat memerlukan waktu yang tidak sebentar, seperti 
kepegawaiannya, asetnya, tata kerjanya, anggarannya, 
penyesuaian kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan 
tentunya perlu disesuaikan lagi dengan nomenklatur 
kementerian yang baru. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan 
negara akibat pengubahan kementerian dalam kabinet kerja 
baru dapat berjalan efektif pada tahun kedua penyelenggaraan 
pemerintahan negara. 
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3. Membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pada pembahasan Implikasi Hukum Pengubahan Kementerian 
Negara terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada 
point Menghambat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara, penulis telah mengemukakan bahwa penataan 
organisasi kementerian dalam kabinet kerja harus dilakukan 
secara menyeluruh dari pusat hingga daerah. Penataan 
organisasi kementerian dari pusat hingga daerah tentu 
membutuhkan pembiayaan yang besar. Pembiayaan tersebut 
dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Negara serta 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal inilah juga yang 
menjadi salah satu pertimbangan DPR kepada Presiden 
mengenai pengubahan kementerian dalam kabinet kerja agar 
dikaji secara mendalam karena berimplikasi terhadap anggaran. 
Anggran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan 
infrastruktur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 
justru harus dialihkan sebagian untuk penataan organisasi 
kementerian seperti pengadaan gedung baru dengan furnitur 
dan perlengkapannya, kendaraan dinas pejabat baru dan 
kebutuhan lainnya, perubahan tata nama kantor-kantor 
kedinasan terkait di tingkat daerah, atribut (kop surat dan 
stempel), dan sebagainya. 
  
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka Penulis menyimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Pengubahan kementerian dalam kabinet kerja dilakukan dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara.Kementerian dalam kabinet kerja tetap 
berjumlah 34, padahal dimungkinkan terjadinya pengurangan 
jumlah kementerian. Pengubahan beberapa kementerian dalam 
kabinet kerja tidak berkesinambungan, tidak berkeserasian, dan 
tidak berketerpaduan pelaksanaan tugasnya. Pengubahan 
kementerian dalam kabinet kerja lebih didominasi pertimbangan 
politik sehingga tidak konsisten terhadap Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
2. Implikasi hukum pengubahan kementerian dalam kabinet kerja 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara adalah 
adanya tumpang tindih tugas/kewenangan antar kementerian, 
menghambat kinerja penyelenggaraan pemerintahan negara, 
dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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B. Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis merekomendasikan 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada Presidenatau DPR agar melakukan revisi 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara. Pertimbangan pengubahan kementerian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 18 ayat (2) harus dipertimbangkan secara 
komprehensif, bukan pilihan. Pertimbangan pengubahan 
kementerian harus juga mempertimbangkan hasil evaluasi 
kementerian pada pemerintahan sebelumnya sehingga terjadi 
keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Evaluasi kementerian harus diatur dalam suatu ketentuan yang 
terdiri atas BAB, Pasal-Pasal, dan ayat-ayat, sehingga 
kedepannya pemerintahan negara dapat berjalan lebih baik. 
Pengubahan kementerian akibat pemisahan atau 
penggabungan harus mendapatkan persetujuan DPR, bukan 
hanya pertimbangan karena berimplikasi besar terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan negara. 
2. Diharapkan kepada Presiden agar segera membuktikan janji-
janjinya dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan negara. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 39 TAHUN 2008 
TENTANG 
KEMENTERIAN NEGARA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri 
negara yang membidangi urusan tertentu di bidang 
pemerintahan; 
b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara 
untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam 
pemerintahan guna mencapai tujuan Negara 
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
kementerian negara diatur dalam undang-undang; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Kementerian 
Negara; 
Mengingat     : Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 
  
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 
perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. 
2. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu 
Presiden yang memimpin Kementerian. 
3. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
4. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan 
nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji. 
5. Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur 
Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau 
mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk. 
6. Pembubaran Kementerian adalah menghapus Kementerian yang sudah 
terbentuk. 
 
  
BAB II 
KEDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN 
 
Bagian Kesatu 
Kedudukan 
 
Pasal 2 
 
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 
 
Pasal 3 
 
Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
 
Bagian Kedua 
Urusan Pemerintahan 
 
Pasal 4 
 
(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
dan 
c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah. 
 
  
Pasal 5 
 
(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. 
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak 
asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, 
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, 
pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, 
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan 
perikanan. 
(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur 
negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, 
pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, 
teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, 
pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan 
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. 
 
Pasal 6 
 
Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. 
 
 
BAB III 
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 
 
Bagian Kesatu 
Tugas 
 
  
Pasal 7 
 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam 
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 
 
Bagian Kedua 
Fungsi 
 
Pasal 8 
 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan 
urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawabnya; 
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan 
d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan 
urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawabnya; 
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan 
urusan Kementerian di daerah; dan 
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 
  
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan 
urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; 
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawabnya; dan 
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 
 
Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 
 
Pasal 9 
 
(1) Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur: 
a. pemimpin, yaitu Menteri; 
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; 
c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; 
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; 
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan 
f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur: 
a. pemimpin, yaitu Menteri; 
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; 
c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; 
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan 
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat. 
  
(3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan 
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga 
memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. 
(4) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur: 
a. pemimpin, yaitu Menteri; 
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian; 
c. pelaksana, yaitu deputi; dan 
d. pengawas, yaitu inspektorat. 
 
Pasal 10 
 
Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 
khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian 
tertentu. 
 
Pasal 11 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi 
Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
 
BAB IV 
PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN 
KEMENTERIAN 
 
Bagian Kesatu 
Pembentukan Kementerian 
 
Pasal 12 
 
  
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Pasal 13 
 
(1) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). 
(2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan mempertimbangkan: 
a. efisiensi dan efektivitas; 
b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; 
c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; 
dan/atau 
d. perkembangan lingkungan global. 
 
Pasal 14 
 
Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, 
Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi. 
 
Pasal 15 
 
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat). 
 
Pasal 16 
 
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
Presiden mengucapkan sumpah/janji. 
  
Bagian Kedua 
Pengubahan Kementerian 
 
Pasal 17 
 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diubah 
oleh Presiden. 
 
Pasal 18 
 
(1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diubah 
oleh Presiden. 
(2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. efisiensi dan efektivitas; 
b. perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi; 
c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; 
d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; 
e. peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah; 
f. kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara 
mandiri; dan/atau 
g. kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang. 
 
Pasal 19 
 
(1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan 
Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan 
Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden 
diterima. 
  
(3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan 
pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah 
memberikan pertimbangan. 
 
Bagian Ketiga 
Pembubaran Kementerian 
 
Pasal 20 
 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat 
dibubarkan oleh Presiden. 
 
Pasal 21 
 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibubarkan 
oleh Presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, 
kecuali Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, 
dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
 
BAB V 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
 
Bagian Kesatu 
Pengangkatan 
 
Pasal 22 
 
(1) Menteri diangkat oleh Presiden. 
  
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi 
persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 
proklamasi kemerdekaan; 
d. sehat jasmani dan rohani; 
e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan 
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih. 
 
Pasal 23 
 
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: 
a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan 
swasta; atau 
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 
 
Bagian Kedua 
Pemberhentian 
 
Pasal 24 
 
(1) Menteri berhenti dari jabatannya karena: 
a. meninggal dunia; atau 
b. berakhir masa jabatan. 
  
(2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena: 
a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara 
berturut-turut; 
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23; atau 
e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden. 
(3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih. 
 
 
BAB VI 
HUBUNGAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN DAN 
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN 
 
Pasal 25 
 
(1) Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah 
nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem 
pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Lembaga pemerintah nonkementerianberkedudukan di bawah 
Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri 
yangmengoordinasikan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubunganfungsional antara Menteri 
dan lembaga pemerintahnonkementerian sebagaimana dimaksud 
pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 
  
BAB VII 
HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH 
 
Pasal 26 
 
Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan 
dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 
 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 27 
 
Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini 
tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian 
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
 
 
BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 28 
 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
  
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Nopember 2008 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Nopember 2008 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
ANDI MATTALATTA 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 
 
 
Wisnu Setiawan 
 
 
  
PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 39 TAHUN 2008 
TENTANG 
KEMENTERIAN NEGARA 
 
I. UMUM 
 
Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam 
mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak 
proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah 
Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan 
negara ke arah tujuan yang dicita-citakan. 
 
Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam 
menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-
menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.  
 
Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
  
Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden 
tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, 
pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara haruslah 
berdasarkan undang-undang. 
 
Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi 
menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian Negara 
yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan 
untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian Negara 
karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan 
susunan organisasi kementerian negara. 
 
Pengaturan mengenai kementerian negara tidak didekati melalui 
pemberian nama tertentu pada setiap kementerian. Akan tetapi, 
undang-undang ini melakukan pendekatan melalui urusan-urusan 
pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh 
dalam rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan 
tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur 
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; urusan pemerintahan 
yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan urusan pemerintahan 
dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program 
pemerintah. 
 
Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu urusan 
dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa 
melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang 
diberikan oleh Presiden. 
 
  
Undang-undang ini juga mengatur tentang persyaratan pengangkatan 
dan pemberhentian menteri. Pengaturan persyaratan pengangkatan 
menteri tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Presiden dalam 
memilih seorang Menteri, sebaliknya menekankan bahwa seorang 
Menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik. 
Namun demikian Presiden diharapkan juga memperhatikan 
kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman 
kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu 
Presiden. 
 
Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem 
pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang 
menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh 
karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat 
negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan 
organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan 
seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatanjabatan lainnya 
termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka 
meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang 
lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung 
jawab. 
 
Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi 
birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 
(tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan 
melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan. 
 
 
 
 
  
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Pasal 2 
Cukup jelas. 
Pasal 3 
Yang dimaksud dengan ”berada di bawah” dalam ketentuan ini 
adalah kedudukan kementerian dalam struktur pemerintahan. 
Pasal 4 
Cukup jelas. 
Pasal 5 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Pelaksanaan urusan kementerian di daerah yang dimaksud 
adalah kegiatan teknis yang berskala provinsi/kabupaten/kota 
yang dilaksanakan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota disertai 
penyerahan keuangannya. 
  
Huruf e 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 9 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Kementerian yang menangani urusan tertentu dapat membentuk 
perwakilan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 10 
Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan 
merupakan anggota kabinet. 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
Pasal 12 
Cukup jelas. 
Pasal 13 
Cukup jelas. 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Pasal 15 
Cukup jelas. 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
 
  
Pasal 17 
Cukup jelas. 
Pasal 18 
Cukup jelas. 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
Pasal 22 
Ayat (1) 
Menteri dalam ketentuan ini adalah pejabat negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah 
mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini. 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
 
  
Pasal 24 
Cukup jelas. 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Cukup jelas. 
Pasal 27 
Nomenklatur kementerian yang berlaku selama ini, seperti Departemen 
dan Kementerian Negara, diakui berdasarkan undang-undang ini dan 
tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya 
kementerian berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
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